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Prakata

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi digital 
telah mengubah secara fundamental lanskap sistem perpajakan 

internasional. Mobilitas modal yang semakin tinggi, kompleksitas 
transaksi lintas yurisdiksi, serta munculnya berbagai instrumen keuangan 
modern telah membuka peluang baru bagi wajib pajak untuk melakukan 
perencanaan pajak agresif hingga praktik penghindaran pajak. Kondisi 
ini menimbulkan tantangan serius bagi otoritas pajak di berbagai negara 
karena keterbatasan akses informasi, perbedaan regulasi antarnegara, 
serta keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan dalam mendeteksi 
kepemilikan aset luar negeri. Oleh karena itu, transparansi pajak global 
menjadi agenda penting dalam menjaga keadilan fiskal, meningkatkan 
penerimaan negara, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap 
sistem perpajakan.

Dalam merespons tantangan tersebut, transformasi digital 
administrasi perpajakan menjadi strategi utama yang diterapkan oleh 
banyak negara. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan 
pengelolaan data perpajakan yang lebih terintegrasi, akurat, dan real time 
sehingga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan 
pengawasan berbasis risiko. Implementasi Core Tax Administration 
System (CTAS) merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi 
perpajakan yang menekankan integrasi data, otomatisasi proses bisnis, 
serta peningkatan kualitas layanan dan pengawasan. Melalui CTAS, 
otoritas pajak dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara lebih 
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cepat, memperkuat analisis kepatuhan, serta meningkatkan efektivitas 
penegakan hukum perpajakan.

Di sisi lain, transparansi pajak global tidak dapat dicapai hanya melalui 
penguatan sistem domestik. Kerja sama internasional menjadi faktor 
kunci dalam mengatasi penghindaran pajak lintas negara, khususnya 
yang berkaitan dengan penyimpanan aset di yurisdiksi pajak rendah atau 
tax haven. Automatic Exchange of Information (AEOI) hadir sebagai 
mekanisme pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara 
yang memungkinkan otoritas pajak memperoleh data kepemilikan aset 
luar negeri secara lebih komprehensif. Dengan adanya AEOI, ruang bagi 
wajib pajak untuk menyembunyikan aset di luar negeri menjadi semakin 
sempit karena informasi keuangan dapat diakses secara sistematis dan 
berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan CTAS dan AEOI seringkali 
menghadapi resistensi dari wajib pajak, terutama mereka yang sebelumnya 
memanfaatkan keterbatasan transparansi untuk menyembunyikan 
aset. Dalam konteks ini, kebijakan Tax Amnesty berperan sebagai 
mekanisme transisi yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk 
mengungkapkan aset tersembunyi secara sukarela tanpa menghadapi 
sanksi yang berat. Selain meningkatkan kepatuhan jangka pendek dan 
penerimaan negara, Tax Amnesty juga menyediakan basis data yang 
penting bagi otoritas pajak untuk memperkuat efektivitas CTAS serta 
memaksimalkan pemanfaatan informasi dari AEOI dalam jangka panjang.

Selain instrumen berbasis sistem dan kebijakan fiskal, penguatan 
pengawasan perpajakan juga membutuhkan dukungan informasi dari 
sumber internal. Whistleblowing System menjadi instrumen strategis yang 
memungkinkan individu melaporkan praktik penghindaran pajak secara 
aman dan terlindungi. Keberadaan mekanisme ini tidak hanya memperluas 
jangkauan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent effect 
yang meningkatkan risiko terdeteksinya pelanggaran perpajakan. Dalam 
era digital, integrasi Whistleblowing System dengan CTAS dan AEOI 
berpotensi menciptakan ekosistem pengawasan perpajakan yang lebih 
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komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika penghindaran 
pajak global. Dengan demikian, integrasi CTAS, AEOI, Tax Amnesty, dan 
Whistleblowing System merupakan pendekatan multidimensional yang 
dapat memperkuat transparansi pajak global sekaligus menekan praktik 
penghindaran pajak terhadap aset luar negeri.
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BAB I
Konsep Dasar Pajak

Pengertian Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan salah satu sumber utama penerimaan 
negara yang memiliki peran sangat penting dalam membiayai berbagai 
kebutuhan dan kepentingan publik. Secara umum, pajak dapat dipahami 
sebagai iuran atau kontribusi yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada 
negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kewajiban 
ini bersifat memaksa, artinya setiap orang pribadi maupun badan yang 
telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak harus 
membayarnya, dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rochmat Soemitro (2008), pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, 
tanpa adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi yang secara langsung 
dapat dirasakan oleh pembayar pajak, dan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa pajak tidak 
seperti transaksi jual beli yang memberikan manfaat langsung kepada 
pembayarnya. Manfaat pajak bersifat tidak langsung dan dirasakan 
secara kolektif oleh seluruh masyarakat dalam bentuk pembangunan 
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2 TRANSPARANSI PAJAK GLOBAL DI ERA DIGITAL

infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan 
berbagai fasilitas umum lainnya.

Sementara itu, Djajadiningrat (2008) menjelaskan bahwa pajak 
merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 
kepada kas negara karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan 
tertentu yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang atau 
badan. Penyerahan tersebut bukan merupakan hukuman, melainkan 
kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tanpa 
adanya jasa timbal balik langsung dari negara, serta bertujuan untuk 
memelihara kesejahteraan umum. Dengan kata lain, pajak muncul karena 
adanya aktivitas ekonomi atau kondisi tertentu, seperti memperoleh 
penghasilan, memiliki harta, atau melakukan transaksi.

Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2008) juga menyatakan bahwa 
pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada 
penguasa berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, tanpa 
adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum. Definisi ini menekankan bahwa 
pajak merupakan kewajiban sepihak dari rakyat kepada negara, yang 
pelaksanaannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku secara 
umum dan tidak ditujukan untuk kepentingan individu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan 
secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini memperjelas bahwa tujuan 
akhir dari pemungutan pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
dan kemakmuran masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan 
golongan tertentu.

Pengertian pajak juga ditegaskan dalam Undang-Undang perpajakan, 
yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 



BAB II
Transparansi Pajak Global

Transparansi Pajak

Transparansi pajak pada dasarnya berarti adanya keterbukaan dan 
kejelasan informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat 
mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Transparansi 
ini mencakup bagaimana pajak diperoleh, bagaimana pajak dikelola, 
bagaimana jumlah pajak yang harus dibayar ditetapkan, serta bagaimana 
pajak tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 
Tujuan utama dari transparansi pajak adalah agar tidak menimbulkan 
salah tafsir, kecurigaan, atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah sebagai pengelola penerimaan negara (Geli dan Anggraini, 
2025).

Dalam praktiknya, transparansi pajak sangat berkaitan dengan 
penyediaan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh 
masyarakat. Informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka 
melalui berbagai sarana, seperti laporan keuangan negara, publikasi 
resmi, penyuluhan, serta sosialisasi mengenai peraturan perpajakan 
yang baru. Dengan adanya sosialisasi yang baik mengenai perubahan 
aturan pajak dan penjelasan yang transparan tentang alokasi penerimaan 
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22 TRANSPARANSI PAJAK GLOBAL DI ERA DIGITAL

pajak, masyarakat akan lebih memahami kewajiban perpajakannya dan 
lebih percaya bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan 
untuk kepentingan bersama. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.

Transparansi perpajakan dapat dilihat dari beberapa aspek penting. 
Pertama, transparansi dalam penyiapan informasi yang akurat. Artinya, 
setiap informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan 
pajak harus disajikan secara benar dan tidak menyesatkan. Informasi 
yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman 
dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah 
wajib memastikan bahwa data dan laporan yang disampaikan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kedua, transparansi dalam manajemen atau pengelolaan pajak. Hal 
ini berkaitan dengan bagaimana pajak dikumpulkan, dicatat, dikelola, 
dan dialokasikan. Proses pengelolaan tersebut harus dilakukan secara 
profesional, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance), serta diawasi secara ketat untuk mencegah 
penyalahgunaan wewenang. Transparansi dalam manajemen ini menjadi 
syarat penting untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kecurigaan 
masyarakat terhadap potensi penyimpangan dana pajak.

Ketiga, transparansi dalam penetapan jumlah pajak yang harus 
dibayar. Wajib pajak berhak mengetahui dasar perhitungan pajak yang 
dikenakan kepada mereka. Ketentuan mengenai tarif, objek pajak, serta 
cara perhitungannya harus jelas dan dapat dipahami. Dengan demikian, 
wajib pajak tidak merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam 
proses penetapan kewajiban pajaknya.

Keempat, transparansi dalam penggunaan atau pemanfaatan 
penerimaan pajak. Masyarakat sebagai pembayar pajak tentu ingin 
mengetahui untuk apa uang pajak yang mereka setorkan digunakan. 
Apakah dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur, 
peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, subsidi sosial, 
atau program kesejahteraan lainnya. Ketika masyarakat dapat melihat 



BAB III
Core Tax Administration System 
(CTAS)

Pengertian Core Tax Administration System

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan salah satu bagian 
terpenting dalam program reformasi perpajakan yang dilaksanakan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Reformasi ini tidak hanya 
sekadar mengganti sistem lama dengan sistem baru, tetapi merupakan 
upaya menyeluruh untuk merancang ulang proses bisnis perpajakan, 
memperbarui teknologi informasi yang digunakan, serta memperbaiki 
dan menyempurnakan basis data perpajakan agar menjadi lebih akurat, 
terintegrasi, dan modern. Melalui CTAS, DJP berusaha membangun 
sistem administrasi pajak yang lebih kuat, efisien, dan mampu menjawab 
tantangan perkembangan ekonomi digital serta tuntutan transparansi 
publik (Utama dan Yuliana, 2025).

Menurut berbagai kajian, CTAS dapat dipahami sebagai inovasi dalam 
bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah tugas DJP 
sebagai otoritas perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan 
berbagai proses bisnis perpajakan yang sebelumnya banyak dilakukan 
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secara manual atau terpisah-pisah. Dengan adanya otomatisasi tersebut, 
proses seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan 
(SPT), pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penagihan dapat dilakukan 
secara lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini 
tentu mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Selain itu, CTAS juga dipandang sebagai teknologi terkini yang 
dirancang khusus oleh pemerintah untuk mentransformasi sistem 
perpajakan agar lebih adaptif terhadap tantangan penerimaan negara 
di masa depan. Perkembangan ekonomi global, transaksi digital, serta 
kompleksitas kegiatan usaha menuntut sistem perpajakan yang mampu 
mengelola data dalam jumlah besar secara real time. CTAS hadir 
untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan membangun sistem yang 
terintegrasi, sehingga data perpajakan dapat diakses dan dianalisis secara 
lebih komprehensif oleh otoritas pajak.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa CTAS bukan hanya sekadar 
pembaruan teknologi, melainkan strategi transformasi digital dalam 
pengelolaan pajak. Transformasi ini mencakup perubahan dalam berbagai 
aspek, antara lain (Savitri, 2024):

1.	 Model Operasi
CTAS mengubah cara kerja administrasi perpajakan dari sistem yang 
terpisah-pisah menjadi sistem yang terintegrasi. Setiap unit kerja 
dalam DJP dapat mengakses data yang sama secara terpadu, sehingga 
koordinasi menjadi lebih efektif.

2.	 Proses Bisnis
Proses bisnis perpajakan dirancang ulang agar lebih sederhana, 
efisien, dan transparan. Prosedur yang berbelit-belit disederhanakan, 
dan sistem digital memungkinkan pengawasan yang lebih akurat.

3.	 Kebijakan
Dengan dukungan data yang lebih lengkap dan akurat, perumusan 
kebijakan perpajakan dapat dilakukan berdasarkan analisis yang lebih 



BAB IV
Automatic Exchange of 
Information (AEOI)

Pengertian Automatic Exchange of Information

Automatic Exchange of Information (AEOI) adalah sistem pertukaran 
informasi keuangan secara otomatis antarnegara yang dilakukan 
berdasarkan kesepakatan dan standar internasional. Sistem ini 
memungkinkan otoritas pajak di berbagai negara untuk saling berbagi data 
keuangan wajib pajak secara rutin tanpa harus mengajukan permintaan 
khusus terlebih dahulu. Dengan kata lain, AEOI merupakan mekanisme 
kerja sama global yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan 
mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara (Cenyvesta dan 
Gunadi, 2024).

Program AEOI dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) atas dukungan negara-negara yang 
tergabung dalam G20. Tujuan utamanya adalah memerangi penghindaran 
pajak internasional, terutama praktik penyembunyian aset di negara 
dengan tarif pajak rendah atau yang sering disebut sebagai tax haven. 
Selama ini, banyak wajib pajak yang memanfaatkan perbedaan sistem 
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44 TRANSPARANSI PAJAK GLOBAL DI ERA DIGITAL

hukum dan kerahasiaan perbankan di berbagai negara untuk menyimpan 
dana atau aset tanpa melaporkannya kepada otoritas pajak di negara 
asalnya. Melalui AEOI, celah tersebut berusaha ditutup dengan sistem 
pertukaran data yang lebih terbuka dan terstruktur.

Secara sederhana, AEOI dapat dipahami sebagai standar global 
baru yang dirancang untuk mempersempit peluang pengemplang pajak 
dalam menghindari kewajibannya. Sistem ini bekerja dengan cara setiap 
negara yang menjadi anggota akan mengumpulkan informasi keuangan 
milik warga negara asing yang memiliki rekening atau aset di negaranya. 
Informasi tersebut kemudian secara otomatis dikirimkan kepada otoritas 
pajak negara asal pemilik rekening tersebut setiap tahun.

Selain itu, jika seorang warga negara Indonesia memiliki rekening 
di luar negeri, maka data rekening tersebut akan dilaporkan oleh negara 
tempat rekening itu berada kepada otoritas pajak Indonesia. Pertukaran 
informasi ini dilakukan secara berkala dan sistematis, berdasarkan 
informasi awal yang telah disepakati bersama (pre-agreed information), 
sehingga tidak perlu lagi ada permintaan khusus dari satu negara ke negara 
lainnya (Ispriyarso, 2020).

Bagi suatu negara, keberadaan AEOI sangat penting karena membantu 
otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi 
pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebelum adanya AEOI, 
di Indonesia misalnya, permintaan data perbankan sering terkendala 
aturan kerahasiaan bank. Hal ini menyulitkan otoritas pajak untuk 
mengetahui apakah ada aset atau penghasilan yang belum dilaporkan. 
Dengan diberlakukannya AEOI, hambatan tersebut dapat diatasi karena 
terdapat dasar hukum dan kerja sama internasional yang mengatur 
pertukaran informasi tersebut.

Di Indonesia, payung hukum pelaksanaan AEOI adalah Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi 
Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 
Undang-undang ini mengatur tentang akses informasi keuangan untuk 



BAB V
Peran Whistleblowing System 
dalam Pengawasan dan 
Pencegahan Penghindaran Pajak

Pengertian Whistleblowing System Penghindaran Pajak

Whistleblowing System (WBS) dalam bidang perpajakan adalah suatu 
sistem atau mekanisme resmi yang disediakan oleh otoritas pajak, 
seperti Direktorat Jenderal Pajak, untuk menerima, mengelola, dan 
menindaklanjuti laporan dari individu yang mengetahui adanya dugaan 
pelanggaran di bidang perpajakan. Sistem ini dapat diakses oleh pihak 
internal (pegawai pajak) maupun pihak eksternal (wajib pajak, konsultan 
pajak, atau masyarakat umum) yang memiliki informasi mengenai praktik 
yang merugikan keuangan negara (Putri, 2018).

Secara konseptual, Whistleblowing System tidak hanya berfungsi 
sebagai sarana pengaduan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan 
sosial yang melibatkan partisipasi publik dalam menjaga integritas 
sistem perpajakan. Dalam penelitian atau kajian akademik, WBS sering 
diposisikan sebagai variabel moderasi, yaitu faktor yang memperkuat 
atau memperjelas hubungan antara penerapan sistem administrasi pajak 
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modern—seperti Core Tax Administration System (CTAS)—dengan upaya 
pengurangan praktik penghindaran pajak. Artinya, meskipun sistem 
teknologi dan administrasi telah diperbarui, efektivitasnya akan semakin 
tinggi apabila didukung oleh mekanisme pelaporan yang transparan dan 
aman.

Sistem perpajakan, laporan yang disampaikan melalui Whistleblowing 
System (WBS) dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang 
berpotensi merugikan negara dan mencederai prinsip keadilan dalam 
sistem perpajakan. Ruang lingkup pelaporan ini tidak terbatas pada 
tindakan korupsi semata, tetapi juga mencakup berbagai praktik 
penyimpangan lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, baik 
yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh aparat pajak (Abdullah 
dan Puluhulawa, 2025).

Pertama, Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) merupakan praktik 
memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. 
Secara hukum, tindakan ini sering kali berada di wilayah abu-abu karena 
tidak secara langsung melanggar undang-undang. namun, praktik tersebut 
dilakukan secara agresif dan tidak sejalan dengan tujuan atau semangat 
peraturan perpajakan, yaitu menciptakan keadilan dan pemerataan beban 
pajak. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu tergolong tindak pidana, 
penghindaran pajak yang berlebihan tetap dapat dilaporkan karena 
berpotensi merugikan penerimaan negara.

Kedua, Penggelapan Pajak (Tax Evasion) merupakan tindakan 
yang secara jelas melanggar hukum. Penggelapan pajak terjadi ketika 
wajib pajak dengan sengaja melakukan kecurangan untuk mengurangi 
atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. 
Contohnya adalah memalsukan laporan keuangan, tidak melaporkan 
seluruh penghasilan yang diterima, membuat faktur pajak fiktif, atau 
menyampaikan data yang tidak benar kepada otoritas pajak. Berbeda 
dengan tax avoidance, tax evasion termasuk tindak pidana dan dapat 
dikenakan sanksi administratif maupun pidana.



BAB VI
Sinergi Aeoi, Core Tax 
Administration System, dan 
Whistleblowing System

Peran AEOI dalam Pengawasan Pajak Lintas Negara

Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi 
keuangan secara otomatis merupakan sistem kerja sama antarnegara dalam 
bidang perpajakan. Sistem ini memungkinkan suatu negara mengirimkan 
data keuangan wajib pajak secara otomatis kepada negara lain tempat wajib 
pajak tersebut berdomisili. Dengan adanya AEOI, pengawasan pajak tidak 
lagi terbatas pada wilayah satu negara saja, tetapi meluas hingga ke luar 
negeri (Ispriyarso, 2020).

AEOI berperan sangat penting dalam menciptakan transparansi 
global atas kepemilikan aset dan penghasilan wajib pajak di luar negeri. 
Jika sebelumnya seseorang dapat menyimpan uang atau investasi di 
negara lain tanpa mudah terdeteksi, kini data tersebut dapat diketahui 
oleh otoritas pajak di negara asalnya.

Berikut merupakan peran utama AEOI dalam pengawasan pajak 
lintas negara (Ispriyarso, 2020):
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1.	 Penyediaan Data Otomatis dan Massal
AEOI memungkinkan pengiriman data keuangan secara sistematis 
dan berkala dari negara tempat aset berada ke negara domisili wajib 
pajak. Artinya, otoritas pajak tidak perlu lagi mengajukan permintaan 
khusus untuk memperoleh informasi. Sebagai contoh, jika seorang 
wajib pajak Indonesia memiliki rekening atau investasi di luar negeri, 
maka data tersebut akan secara otomatis dikirimkan ke Direktorat 
Jenderal Pajak. Data ini kemudian dapat dibandingkan dengan 
laporan SPT yang disampaikan wajib pajak. Proses ini membuat 
pengawasan menjadi lebih cepat, luas, dan efisien.

2.	 Deteksi Penghindaran Pajak
Salah satu tujuan utama AEOI adalah mendeteksi upaya 
penyembunyian aset atau penghasilan di luar negeri, terutama di 
negara yang dikenal sebagai tax haven (suaka pajak). Sebelum adanya 
AEOI, sebagian wajib pajak dapat memindahkan dana ke luar negeri 
untuk mengurangi kewajiban pajak di negaranya. Namun dengan 
sistem pertukaran informasi otomatis, praktik tersebut menjadi jauh 
lebih sulit dilakukan. Data lintas negara dapat membantu mengungkap 
manipulasi laporan keuangan dan mencegah penghindaran pajak 
yang bersifat internasional.

3.	 Peningkatan Kepatuhan Sukarela
AEOI juga berdampak pada meningkatnya kepatuhan sukarela 
(voluntary compliance). Ketika wajib pajak mengetahui bahwa data 
keuangan mereka di luar negeri dapat diakses oleh otoritas pajak di 
negaranya, risiko untuk terdeteksi menjadi sangat tinggi. Kondisi ini 
mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset dan penghasilannya 
secara jujur sejak awal. Dengan kata lain, sistem ini tidak hanya 
berfungsi untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga mencegah 
pelanggaran terjadi.

4.	 Optimalisasi Penerimaan Negara
Data yang diperoleh melalui AEOI digunakan untuk mencocokkan 
informasi kekayaan wajib pajak dengan laporan pajak yang telah 



BAB VII
Peran Tax Amnesty sebagai 
Mediasi dalam Automatic 
Exchange of Information dan Core 
Tax Administration System

Peran AEOI dan CTAS dalam Penguatan 
Pengawasan Pajak

Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Core Tax Administration 
System (CTAS) merupakan dua instrumen penting yang digunakan 
pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem pengawasan perpajakan 
di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Perkembangan aktivitas ekonomi 
lintas negara serta kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang 
yang lebih besar bagi sebagian wajib pajak untuk melakukan praktik 
penghindaran pajak dengan memindahkan aset atau penghasilannya ke 
luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem 
pengawasan yang lebih modern, transparan, serta terintegrasi agar dapat 
mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak secara lebih efektif (Fajriyah, 
2025).
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Dalam konteks tersebut, implementasi AEOI dan CTAS menjadi 
bagian dari strategi reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan 
efektivitas administrasi perpajakan, memperkuat basis data perpajakan, 
serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kedua sistem 
ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai 
sarana untuk meningkatkan transparansi keuangan, mempercepat proses 
administrasi perpajakan, serta memperluas jangkauan pengawasan 
terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak baik di 
dalam maupun di luar negeri. Meskipun demikian, dalam praktiknya 
implementasi kebijakan ini sering menghadapi berbagai tantangan, salah 
satunya adalah resistensi dari sebagian wajib pajak yang merasa khawatir 
akan konsekuensi hukum apabila data keuangan mereka menjadi lebih 
terbuka dan mudah terdeteksi oleh otoritas pajak. Berikut merupakan 
peran AEOI dan CTAS, yaitu (Nurmalasari, 2025):

1.	 Peran AEOI (Automatic Exchange of Information)
Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan sistem 
pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara yang 
dirancang untuk meningkatkan transparansi keuangan global serta 
mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara 
menyembunyikan aset di luar negeri. Sistem ini memungkinkan 
otoritas pajak di suatu negara untuk memperoleh informasi mengenai 
rekening keuangan yang dimiliki oleh warga negaranya di negara 
lain tanpa harus melakukan permintaan khusus. Dengan kata lain, 
informasi tersebut dikirimkan secara otomatis oleh negara mitra yang 
telah menjalin kerja sama dalam kerangka AEOI.

Salah satu peran utama AEOI adalah meningkatkan transparansi 
dalam sistem keuangan global. Sebelum adanya sistem ini, banyak 
wajib pajak yang memanfaatkan kerahasiaan perbankan di negara 
tertentu untuk menyimpan aset atau penghasilan yang tidak 
dilaporkan kepada otoritas pajak di negara asalnya. Negara-negara 
yang memiliki kebijakan kerahasiaan perbankan yang sangat ketat 
sering kali menjadi tempat yang digunakan untuk menyembunyikan 



BAB VIII
Strategi Penguatan Transparansi 
Pajak Melalui Sinergi CTAS, AEOI, 
Tax Amnesty, dan Whistleblowing 
System

Masa Depan Transparansi Pajak Global dan 
Urgensinya

Masa depan transparansi pajak global menjadi isu yang semakin penting 
di tengah perkembangan ekonomi dunia yang semakin terhubung. Di 
era globalisasi, arus modal, investasi, dan kepemilikan aset dapat dengan 
mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. Kondisi ini membuka 
peluang bagi sebagian pihak, khususnya perusahaan multinasional dan 
individu dengan kekayaan besar, untuk melakukan praktik penghindaran 
pajak dengan cara memindahkan keuntungan atau aset ke negara yang 
memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan nol. Oleh karena itu, 
diperlukan sebuah roadmap atau peta jalan yang jelas untuk memperkuat 
transparansi dan pengawasan perpajakan secara global (Hanifah, 2024).

Roadmap “Masa Depan Transparansi Pajak Global” dirancang 
sebagai upaya strategis untuk menghadapi tantangan penghindaran 
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pajak yang semakin kompleks tersebut. Strategi ini menekankan 
pentingnya pemanfaatan berbagai instrumen dan sistem modern dalam 
administrasi perpajakan, seperti Core Tax Administration System (CTAS), 
Automatic Exchange of Information (AEOI), sinergi program Amnesty 
Pajak, serta penguatan Whistleblowing System (WBS). CTAS berperan 
dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui pembaruan 
teknologi, integrasi data, dan penyederhanaan proses bisnis di Direktorat 
Jenderal Pajak. Sementara itu, AEOI memungkinkan pertukaran informasi 
keuangan secara otomatis antarnegara sehingga otoritas pajak dapat 
melacak aset atau pendapatan wajib pajak yang disimpan di luar negeri.

Selain itu, program tax amnesty berfungsi sebagai sarana bagi 
wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan aset yang sebelumnya 
belum dilaporkan, sehingga dapat meningkatkan basis data perpajakan 
negara. Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperkuat 
pengawasan pajak di masa depan. Di sisi lain, Whistleblowing System 
(WBS) juga memiliki peran penting sebagai “game-changer” dalam 
pengawasan pajak. Sistem ini memberikan kesempatan kepada individu 
untuk melaporkan praktik pelanggaran atau penghindaran pajak secara 
aman tanpa takut terhadap risiko balasan. Penguatan WBS di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pada Kanwil I dan III, diharapkan 
dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendeteksi praktik 
penghindaran pajak secara lebih cepat (Rudiwantoro, 2017).

Dengan meningkatnya mobilitas modal dan aset lintas negara, strategi 
transparansi pajak ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan 
yang lebih terbuka, akuntabel, dan adil. Upaya tersebut juga diharapkan 
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencegah berbagai 
praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara. 
Menurut OECD (2023), transparansi pajak global merupakan salah satu 
kunci penting dalam menjaga stabilitas sistem perpajakan internasional 
dan memastikan bahwa setiap pihak membayar pajak secara proporsional 
sesuai dengan aktivitas ekonominya.
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